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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pertanggungjawaban pidana korupsi secara bersama-sama terdakwa N dan 

dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 

50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan Terdakwa E dijatuhi 

hukuman pidana oleh majelis hakim.  Menjatuhkan pidana penjara selama 2 

(Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima 

Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan untuk membayar 

Uang Pengganti sejumlah Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat 

belas ribu sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak 

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat 

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang 

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan. 

2. Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PID.SUS-

TPK/2020/PN.PDG  dan   40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yaitu pertimbangan 

yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-

pasal. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan 

terdakwa, kondisi diri terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. 
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Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri 

terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa. 

B. Saran 

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 41/PID.SUS-

TPK/2020/PN.PDG  dan   40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG berdasarkan fakta-fakta 

yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu: 

1. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan melakukan 

penanaman norma-norma hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat 

dilakukan baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan 

melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana khususnya 

tindak pidana korupsi melalui media eletronik melalui penyuluhan, pemasangan 

iklan, dan lain-lain. 

2. Diharapkan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

Kemominfoyang bekerjasama dengan DPR dan Kepolisian  agar masyarakat 

terhindar dari tindakan korupsi dengan melakukan sosialisasi hukum dengan 

melakukan penyuluhan, menggunakan media seperi baliho, iklan dan lain-lain. 

Dan adanya upaya represif dari pemerintah, dalam hal ini Kepolosian dan KPK 

agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi misalnya dengan 

membemberikan hukuman dalam bentuk hukuman yang lebih setimpal. 
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